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Abstract 
This research entitled "Public Leadership Behaviour Of Bandung City Mayor". Some of the achievements that Bandung City had today, is a positive value for the performance of Bandung City Government. Public leadership behavior of Bandung City Mayor becomes one of a several factors that increasing the performance of Bandung City Government. The purpose of this study is to discover the tendency of public leadership behaviours of Bandung City Mayor based on five dimensions namely: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. The method of this research is a quantitative descriptive study, by using data collection techniques such as questionnaires from 30 respondents and interviews. The results of this study shows that the tendency of public leadership behavior of the mayor of Bandung City is inclined to the lawfulness leadership with a good category . This evidence comes from the behavior of the public leadership of Bandung City Mayor which always emphasize every employee to always obey and properly follow the rules and regulations that has been established.
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Abstrak 
Judul penelitian ini adalah “Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung.“ Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kota Bandung di masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, merupakan suatu nilai positif bagi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung  menjadi salah satu faktor peningkatan kinerja dari Pemerintah Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung dilihat dari lima dimensi yaitu: accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah cenderung pada lawfulness leadership dengan kategori yang baik. Hal ini terlihat dari perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung yang selalu menekankan setiap pegawainya untuk selalu menaati dan secara benar mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. 

Kata kunci: Kepemimpinan, Kepemimpinan Publik dan Perilaku Kepemimpinan Publik
1. Pendahuluan
Mengingat bahwa bentuk dari Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan, tidak memungkinkan bahwa pemerintahan dijalankan secara sentralistik. Ketidakmampuan pemerintah dalam mencakup seluruh daerah yang ada di Indonesia menjadi salah satu penyebab Indonesia menggunakan sistem desentralisasi dan pemerintahan daerah.
Dalam menjalankan desentralisasi peran dari seorang kepala daerah menjadi hal vital dalam mencapai tujuan tersebut. Seorang Kepala Daerah akan menjadi pemimpin bagi daerahnya dan menjadi seorang pemimpin bukan merupakan persoalan yang mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Pemimpin daerah memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus daerahnya. Maka dari itu tanggung jawab yang dipegang oleh seorang pemimpin sangatlah besar, karena pemimpin inilah yang nantinya akan membawa daerahnya untuk mencapai tujuannya berdasarkan visi dan misi dari pemimpin tersebut. Kepemimpinan membutuhkan suatu kemampuan yang lebih tinggi. Seorang pemimpin akan menentukan ke mana arah suatu organisasi baik arah tujuan internal maupun eksternal. 
Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menerapkan pemerintahan daerah. Walikota Bandung yaitu Ridwan Kamil memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebagai seorang Walikota Bandung tentunya, dibutuhkan kemampuan untuk memimpin. Pemimpin dapat dikatakan sebuah tokoh sentral yang dapat mempengaruhi lingkungannya. Kepemimpinan dari pemimpin daerah tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dari daerahnya untuk mencapai tujuannya. Dalam pengertian umum, (Effendy, 1977) kepemimpinan menunjukan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempangaruhi, atau mengontrol pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain.
Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan didefinisikan ke dalam ciri-ciri individual, kebiasan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi, kedudukan dalam oragnisasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah. Pemimpin juga menyelaraskan fungsi dari organisasi dengan setiap resiko resiko yang ada. Pemimpin harus menjadi ahli strategi untuk menetapkan tujuan organisasi. Mendifinisikan kepemimpinan merupakan suatu masalah yang cukup kompleks. Namun, (Safaria, 2004) perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis dan objektif.
Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepemimpinan tersebut adalah perilaku kepemimpinan dari pemimpinnya itu sendiri. Perilaku kepemimpinan dari Walikota Bandung ini menjadi suatu hal yang menarik. Setidaknya sudah cukup banyak penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Bandung dimasa kepemimpinan Ridwan Kamil, selaku Walikota Bandung.

Perilaku kepemimpinan adalah perilaku khusus/pribadi para pemimpin terkait dengan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin. Perilaku kepemimpinan dipahami sebagai suatu kepribadian (personality) seorang pemimpin yang diwujudkan dalam aktivitas kepemimpinannya dalam kaitannya dengan mengelola tugas dan hubungan dengan bawahan/pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya.
Menurut Tummers dan Knees (Lars Tummers, 2014) terdapat 5 dimensi kunci dalam melihat perilaku kepemimpinan publik yaitu : 
· Accountibility Leadership

· Lawfullness Leadership 

· Ethical Leadership

· Political Loyal Leadership 

· Network Governance Leadership 
1.1 Accountibility Leadership

Lars dan eva menjelaskan bahwa kepemimpinan akuntabilitas sebagai suatu cara untuk menstimulasi atau mendorong pegawai untuk membenarkan dan menjelaskan setiap tindakan yang dilakukan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Kepemimpinan Akuntibilitas adalah sebuah perilaku kepemimpinan dimana pemimpin mendorong timnya untuk mendiskusikan setiap tindakan yang mereka lakukan untuk masyarakat,      dan dari sudut pandang tim  atau pegawai, akan melihat pemimpin sebagai sosok orang yang bertanggung jawab akan timnya dan tindakan yang mereka lakukan.
1.2 Lawfulness Leadership

Lars dan Eva menyatakan bahwa suatu keabsahan dalam tindakan yang dilakukan merupakan nilai kunci dari administrasi publik. Suatu keabsahan dalam hal ini yaitu keabsahaan secara hukum menjadi inti dari kegiatan administrasi publik. Sangat penting bagi pemimpin publik dalam menggagas tindakannya agar tidak melenceng dari hukum atau peraturan yang sudah diterapkan. Sebagai seorang pemimpin bagi organisasinya, tentunya sangat dianjurkan bahwa dia harus dapat mendorong timnya dan organisasinya agar mendukung peraturan dan regulasi pemerintah yang sudah ditetapkan, dan mencegah mereka dari pelanggaran pelanggaran terkait tindakan mereka.
1.3 Ethical Leadership

Kepemimpinan beretika memiliki konsepsi yang berhubungan dengan konsep lawfulness leadership namun terdapat kunci perbedaan yang dimiliki ethical leadership yaitu mendorong tim dalam organisasinya untuk berperilaku normatif sesuai yang belum tentu ditetapkan dalam peraturan. Peraturan peraturan yang ada tidak seluruhnya mengikat hal hal yang normatif, maka dari itu terdapat perilaku perilaku organisasi yang secara normatif perlu diawasi agar tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Kepemimpinan beretika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang secara normatif sesuai melalui tindakan personal , hubungan antara pegawai. 
1.4 Political Loyal Leadership

Politisi dan administrator publik memang tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks  ini administrator public menjalankan tugasnya kepada masyarakat untuk mewujud nyatakan kebijakan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh para politisi. Namun tidak sepenuhnya politisi mampu mengontrol para administrator ini untuk memastikan mereka agar patuh dan menjalankan tugasnya sesuai dengan sebagai mana mestinya. Maka dari itu bagaimanakah cara politisi untuk dapat melakukannya?. Pada dasarnya seluruhnya bergantung pada sudut pandang para administrator dalam memilih prinsip politik yang lebih disukai. Maka dari itu political loyal leadership dapat dideskripsikan sevagai supervisor yang mendorong pegawainya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan politik meskipun beresiko bagi dirinya.
1.5 Network Governance Leadership

Network governance leadership dapat didefinisikan sebagai cara untuk mendorong pegawai atau tim untuk secara aktif berhubungan dengan pemangku kepentingan diluar dari instansi atau organisasi mereka. Karena ketika hubungan yang tercipta dirasa baik maka akan pula tercipta koordinasi yang juga baik satu sama lainnya. Maka dari itu ketika tercipta hubungan yang baik maka tercipta juga koordinasi yang baik dan hal ini dapat menciptakan hasil yang jauh lebih baik.
Maka dari itu melalui latar belakang tersebut yang telah dijabarkan diatas peneliti dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana perilaku kepemimpinan dari Walikota Bandung dilihat dari kecenderungannya berdasarkan 5 dimensi dari Public Leadership Behaviours oleh Tummers dan Knies.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif.  (Silalahi, 2009) Hal ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu  gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. 
Kemudian teknik sampling yang digunakan adalah teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dengan menggunakan sampling jenuh. Peneliti menggunakan sampling ini karena responden yang dipilih merupakan kepala - kepala SKPD yang berkoordinasi dan berhubungan secara langsung dengan Walikota Bandung.  Penetunan responden secara sampling ini berdasarkan struktur organisasi Pemerintahan Kota Bandung yang menggambarkan alur – alur koordinasi langsung kepada Walikota Bandung 
Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, pertanyaan yang diberikan berdasarkan dari indikator dimensi, studi literature, dan dokumentasi. Dalam kuisioner ini setiap pertanyaan yang diberikan telah disertai dengan alternatif jawaban. Responden tidak diperbolehkan memberikan jawabannya diluar dari alternatif jawaban yang sudah diberikan. Dalam penelitian ini kuisioner ditujukan ntuk mengumpulkan data tentang kecenderungan perilaku Walikota Bandung pada masa jabatannya. Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup.

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala ordinal.  (Silalahi, 2009) Skala ordinal berarti mengurut kategori respon dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi menurut atribut dari suatu urutan atau orde tertentu. Skala yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Teknik pengumpulan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala Likert memperlihatkan bagaimana tanggapan atau respon dari responden terhadap pertanyaan yang diberikan. Dengan menggunakan pengukuran ini maka akan ditetapkan beberapa alternatif jawaban dan setiap jawaban akan dihubungkan dengan skor nilai untuk masing-masing pertanyaan.
TABEL 2.1

Skala Pengukuran

	Perilaku Kepemimpinan

	0 = Sangat Tidak Setuju

	1 = Tidak Setuju

	2 = Netral

	3 = Setuju

	4 = Sangat Setuju


Untuk memudahkan penilaian rata rata dari setiap dimensi ini maka dibuat interval.  (Sudjana, 2005) Untuk menentukan panjang kelas interval digunakan rumus :
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Dimana : 

· P 
  = Panjang Kelas Interval

· Rentang = Selisih kelas terbesar – kelas terkecil

· Banyak kelas = 5

Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah :
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 = 0,8

TABEL 2.2

Interval dan Kategori Dimensi

	Interval
	Alternative Jawaban

	
	Perilaku Kepemimpinan Publik

	1,00 – 1,79
	Sangat Tidak Baik

	1,80 – 2,59
	Tidak Baik

	2,60 – 3,39
	Cukup Baik

	3,40 – 4,19
	Baik

	4,20 – 5,00
	Sangat Baik


Untuk menguji reliabilitas alat ukur peneliti menggunakan metode korelasi belah dua.  (Sudjana, 2005) Metode ini digunakan untuk menguji konsistensi keandalan alat pengukur dengan menggunakan satu alat pengukur untuk mengukur objek yang sama pada waktu yang sama. Rumus yang digunakan adalah rumus Spearman-Brown. Rumusnya adalah :
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Keterangan :

n = Rasio dari jumlah item-item pertanyaan yang diuji
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= Keandalan yang telah diperoleh

Pedoman koefisien reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

0,90 – 1,00 
     :   luar biasa bagus (excelent)

0,85 – 0,89
     :   sangat bagus (very good)

0,80 – 0,84
     :   bagus (good)

0,70 – 0,79
     :    cukup (fair)

Kurang dari 0,70 
     :   kurang (poor) 

Pertanyaan yang berada pada rentang 0,70 – 1,00 dapat diandalakan dan reliabel.
TABEL 2.3

Hasil Uji Reliabilitas Variabel

	Dimensi
	Koefesien Reliabilitas
	Titik Kritis
	Kesimpulan

	Accountibility
	0,792
	0,700
	Reliabel

	Lawfullnes
	0,830
	0,700
	Reliabel

	Ethical
	0,846
	0,700
	Reliabel

	Political
	0,865
	0,700
	Reliabel

	Network
	0,810
	0,700
	Reliabel


Pada uji validitas, Terdapat rumus yang digunakan untuk menguji korelasi rank spearman. Cara mengukur validitas kuesioner adalah menghitung korelasi antar skor item pada masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumusnya adalah:
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Keterangan:

n: Rasio dari jumlah item-item pernyataan yang diuji

rn : Keandalan yang telah diperoleh

Koefisien korelasi validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Jika r hitung > table (0,3061) bernilai positif, maka dinyatakan valid.

- Jika r hitung < table (0,3061) bernilai positif, maka dinyatakan tidak valid.

- Jika r hitung > table (0,3061) bernilai negatif, maka dinyatakan tidak valid.

- Jika r hitung < table (0,3061) bernilai negatif, maka dinyatakan tidak valid.

Pernyataan akan dianggap valid apabila koefisien korelasi lebih besar dari 0,3061.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang bersifat kuantitatif ini, maka penulis menggunakan analisis statistik deskriptif.  (Sugiyono, 2007) Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti.  (Sugiyono, 2007) Statistik deskriptif merupakan prosedur-prosedur mengorganisasikan dan penyajian informasi dalam satu bentuk yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti.
3. Hasil Dan Pembahasan 
Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk melengkapi data utama. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Kecenderungan Perilaku Kepemimpinan  Publik berdasarkan Five Dimensions of Public Leadership Behaviours.
· Accountibility Leadership
Berdasarkan hasil penelitian terhadap dimensi Accountibility yang dilakukan terhadap Walikota Bandung  ini termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini terlihat dari skor responden pada setiap pernyataan yang relatif cukup baik. Responden dalam penelitian ini merasa cukup setuju bahwa Walikota Bandung mendorong setiap pegawainya baik itu staf maupun SKPDnya untuk menjelaskan alasan dan tujuan dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan kepada masyarakat Kota Bandung. Walikota Bandung juga terkadang mendorong setiap pegawainya untuk menginformasikan cara bekerja dari pegawainya, menjelaskan perilaku pegawainya, meyakinkan pegawainya kepada masyarakat  bahwa mereka sangat terbuka kepada masyarakat, dan mendorong pegawainya agar dapat menjelskan tujuan dari tindakan dan keputusan yang diambil kepada masyarakat.  Responden juga setuju bahwa Walikota Bandung selalu menekankan kepada setiap pegawainya baik itu staf maupun SKPDnya bahwa menjawab pertanyaan publik merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dikesampingkan. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah Walikota Bandung melalui media sosial internet dan media cetak selalu memaparkan program-program yang akan dilaksanakan dan dampak dampak dari program yang telah terlaksana. Melalui media sosial ini masyarakat bisa mengetahui langsung program yang sedang dilaksanakan dan dapat memberikan aspirasinya.
· Lawfulness Leadership
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah diperoleh untuk dimensi lawfullness yang dilakukan terhadap Walikota Bandung, termasuk ke dalam kategori baik. Hal ini diperkuat dengan tanggapan responden terhadap setiap pernyataan cenderung setuju bahwa Walikota Bandung seringkali memastikan pegawainya untuk taat pada setiap peraturan dan regulasi yang sudah ada dan menekankan pegawainya untuk menerapkan kebijakan yang telah dibuat dengan baik dan benar. Walikota Bandung juga terkadang memberikan pengertian kepada pegawainya untuk dengan baik mengikuti aturan yang ada, serta menjelaskan kepada pegawainya bahwa sangat penting untuk mengikuti aturan yang sudah ada.
Keabsahan secara hukum menjadi hal yang penting bagi aparatu daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pada masa kepemimpinan Walikota Bandung saat ini, birokrasi yang ada telah dipangkas agar masyarakat dapat lebih mudah untuk menggunakan layanan telah disediakan. Untuk itu perlu kesiapan yang baik bagi setiap pegawainya. Sebagai pelayan publik, tentunya telah diatur secara hukum untuk bertugas sebagaimana mestinya. Peraturan yang ada dibuat untuk mempermudah serta mengontrol kinerja dari setiap pegawainya agar tetap dapat bekerja dengan optimal bagi masyarakat.
· Ethical Leadership


Dimensi ketiga yang menjadi alat ukur penelitian dalam penelitian ini adalah dimensi ethical atau etika. Kepemimpinan beretika atau ethical Leadership mengacu pada perilaku seorang pemimpin yang mengawasi hal hal yang bersifat normatif yang dilakukan oleh organisasinya. Tidak seluruh peraturan yang ada mengatur hal-hal yang bersifat normatif, maka dari itu seorang pemimpin perlu mengawasi organisasinya untuk secara normatif sesuai. Hal normatif dalam hal ini dikatakan sebagai kode etik yang berlaku di dalam organisasi.

Dari hasil penelitian terhadap dimensi ethical yang dilakukan terhadap Walikota Bandung termasuk ke dalam kategori cukup baik. Walikota Bandung terkadang menjelaskan kepada pegawainya mengenai kode etik yang digunakan dalam organisasinya, menjelaskan harapan beliau terhadap organisasinya sehubungan dengan integritas, menjelaskan maksud tujuan dari integritas kepada organisasinya, mendorong pegawainya untuk berdiskusi bilamana terjadi suatu permasalahan internal yang dapat berdampak buruk bagi organisasinya.

Berdasarkan penelitian ini juga melalui data yang diperoleh, Walikota Bandung seringkali memastikan setiap pegawainya untuk mengikuti kode etik yang telah berlaku dalam organisasinya, serta menjelaskan konsekuensi yangakan diterima bila melanggar kode etik yang sudah ada, dan seringkali mengapresisasi pegawainya atas kinerja yang dilakukan oleh pegawainya.
· Political Loyal Leadership

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dimensi political yang dilakukan terhadap Walikota Bandung termasuk dalam kategori yang tidak baik dengan skor yang rendah pada setiap pernyataan. Responden pada penelitian ini tidak setuju bahwa Walikota Bandung mendorong pegawainya untuk mengimplementasikan keputusan politik yang akan melemahkan kinerja dari organisasinya, menyuruh pegawainya untuk selalu mendukung keputusan politik, menekankan pegawainya untuk tidak membahayakan hubungan relasi pimpinan politik, menyuruh pegawainya untuk mengimplementasikan keputusan politik yang bahkan akan menimbulkan pertanggungjawaban baru, dan mendorong pegawainya untuk selalu melindungi keputusan politik yang ada.
Pada dimensi ini skor yang telah didapat melalui alat ukur terhadap responden cenderung rendah dan berada pada kategori yang tidak baik. Sebagai seorang pemimpin publik tentunya memiiki tanggung jawab yang sangat besar atas setiap keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil melalui program maupun kebijakan. Untuk itu orientasi yang tercipta adalah untuk masyarakat, karena setiap produk yang dibuat oleh pemerintah setidaknya akan berdampak baik maupun buruk bagi masyarakat dan organisasinya itu sendiri. Sebagai seorang Walikota tentunya kehati-hatian menjadi hal sangat penting dalam setiap pengambilan setiap pengambilan keputusan.
· Network Governance Leadership

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dimensi network yang dilakukan terhadap Walikota Bandung termasuk dalam kategori cukup baik.Walikota Bandung terkadang mendorong pegawainya untuk berinteraksi dengan organisasi lain, menekankan pegawainya untuk selalu berkomunikasi dengan pihak lainnya, Mendorong pegawainya untuk berinteraksi dengan organisasi lain, mendorong untuk berkomunikasi dengan pihak pihak lainnya, mendorong pegawainya untuk bekerja sama dengan organisasi lain agar tercipta koneksi baru, memberikan keleluasaan bagi pegawainya untuk membangun hubungan pekerjaan dengan organisasi lain, menghabiskan waktunya untuk mengurus hubungan hubungannya kepada organisasi lain atau pihak lain, mendorong pegawainya untuk lebih bekerja keras untuk menjaga dan membangun koneksi baru dengan pihak lain, mendorong pegawainya untuk terus terhubung dengan organisasi-organisasi lain.

Pada dimensi network ini perilaku kepemimpinan publik Walikota Bandung cenderung cukup dan berada dalam kategori cukup baik. Dimensi network mengacu pada sejauh mana Walikota menekankan kepada organisasinya untuk terus menjalin hubungan relasi dengan organisasi lain. 

Sebagai seorang pemimpin publik, Walikota Bandung tentunya memiliki banyak sekali relasi yang dapat menguntungkan kinerja dari organisasinya. Membangun sebuah relasi dan koneksi merupakan suatu hal yang dan dapat mendukung kinerja dan menambah pengetahuan bagi pemimpin dan organisasinya agar dapat lebih baik. Namun dibutuhkan sebuah batasan bagi pemerintah dan relasinya, agar tidak terjadi penumpukan kepentingan. Sebagai seorang Walikota hal ini menjadi tugas yang cukup berat agar profesionalitas dari organisasi dan relasinya tetap terjaga dengan baik.
3.1 Kecenderungan Perilaku Kepemimpinan Publik Walikota Bandung
Berdasarkan hasil penelitian pada seluruh dimensi dari five dimensions of public leadership yaitu accountability leadership, lawfulness leadership, ethical leadership, political loyal leadership, dan network governance leadership yang telah dilakukan terhadap Walikota Bandung menunjukan suatu kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung. Kecondongan dapat dilihat melalui tanggapan yang telah diberikan oleh responden dan melalui hasil olah data yang telah dilakukan. 
Dari hasil penelitian ini kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung adalah pada dimensi lawfulness leadership. Hal ini terlihat tanggapan para responden serta hasil wawancara pada beberapa pegawai di beberapa SKPD Kota Bandung yang cenderung termasuk dalam kategori baik Perilaku kepemimpinan publik Walikota Bandung yang cederung kepada lawfulness leadership ini juga terlihat dari skor serta tanggapan responden yang cenderung baik.
Berdasarkan hasil penelitian ini, keseluruhan dimensi memang menunjukan skornya masing masing. Skor tertinggi terletak pada dimensi lawfulness leadership dan skor terendah terletak pada dimensi political loyal leadership. Hal ini menunjukan suatu kecenderung yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar kesimpulan penelitian. Melalui hasil peneitian ini Walikota Bandung cenderung selalu menekankan kepada selruh pegawainya untuk selalu taat kepada regulasi dan peraturan yang sudah ada. 
Sebagai seorang pemimpin publik yang juga menjadi sosok panutan dalam organisasinya tentunya untuk menyesuaikan diri dan menaati peraturan yang ada merupakan salah satu tanggung jawab yang besar. Perilaku kepemimpinan publik yang cenderung kepada lawfulness atau keabsahan secara hukum ini juga diterapkan pada masyarakat Kota Bandung. Seringkali Walikota Bandung melakukan sidak ke bangunan bangunan yang dirasa telah menyalah aturan. Contohnya beliau menyambangin bangunan bangunan dan menyegel bangunan yang IMB tidak sesuai dengan peraturan IMB di Kota Bandung. Kemudian penertiban bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot bising, kemudian larangan penggunaan Styrofoam bagi para pedagang untuk mengurangi sampah styrofoam yang cukup tinggi di Kota Bandung. 
Di dalam lingkungan organisasinya Walikota Bandung menekankan pegawainya untuk dengan benar mengikuti peraturan yang ada. Sebagai seorang pelayan publik mereka memiliki tugas untuk melayani masyarakat, untuk itu masyarakat harus menilai baik kinerja dari para pelayanan publik, salah satunya adalah bekerja sesuai regulasi yang telah diteapkan agar tercipta profesionalitas dalam bekerja. Peraturan yang telah dibuat di Kota Bandung pada dasarnyaditujukan untuk mengatur dan memperjelas cara bekerja yang akan diterapkan oleh organisasinya. Hal ini pun diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Walikota Bandung dan setiap pegawainya.
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kecenderungan perilaku publik Walikota Bandung, maka peneliti melalui penelitian ini menarik suatu kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian 

Perilaku kepemimpinan dari Walikota Bandung pada setiap dimensi dapat dikatakan cukup baik terlihat dari kategori yang dicapai dalam setiap dimensi memenuhi terpenuhi pada kategori cukup baik dan baik. Tidak terdapat skor yang sangat buruk pada setiap dimensi baik itu pada dimensi acoountibility hingga network governance. Seluruhnya memenuhi kategori cukup baik dan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini setiap dimensi memiliki ukurannya masing masing yang dapat menentukan kecenderungan perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung, sebagai berikut :

· Pada dimensi accountability leadership, perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung berada pada kategori cukup baik dan menunjukan bahwa Walikota Bandung terkadang mendorong setiap pegawainya untuk menjelaskan maksud dan tindakannya kepada para pemangku kepentingan. 

· Pada dimensi ethical leadership, perilaku kepemimpinan Walikota Bandung berada pada kategori cukup baik, dan hal ini menunjukan bahwa Walikota Bandung tidak selalu menekankan dan mengingatkan pegawainya untuk taat dan mengikuti kode etik yang ada dalam organisasinya.

· Pada dimensi political loyal leadership, peilaku kepemimpinan dari Walikota Bandung berada pada kategori tidak baik. Hal ini menunjukan bahwa Walikota Bandung tidak mendorong dan menekankan kepada pegawainya untuk mengimplementasikan keputusan politik walaupun akan beresiko bagi organisasinya. 

· Pada dimensi network governance leadership, perilaku kepemimpinan Walikota Bandung berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa Walikota bandung tidak selalu  menekankan setiap pegawainya untuk membuat sebuah relasi, karena pembentukan relasi hanya pada saat dibutuhkan saja. 

· Pada dimensi lawfulness leadership, perilaku kepemimpinan publik dari Walikota Bandung berada pada kategori baik. Dalam hal ini perilaku kepemimpinan publik Walikota Bandung menekankan setiap pegawainya untuk patuh dan dengan benar menaati peraturan serta regulasi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil ini perilaku kepemimpinan publik berdasarkan Five Dimensions of Public Leadership Behaviours dari Walikota Bandung adalah Lawfulness Leadership atau kepemimpinan yang lebih menekankan kepada hukum yang berlaku. Walikota Bandung menekankan pegawainya untuk menerapkan kebijakan pemerintah dengan benar agar masyarakat dapat merasakan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dengan tujuan untuk mencapai profesionalitas kerja serta menunjang kinerja dari Walikota Bandung dan organisasinya.
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